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PENDAHULUAN"
A. Latar Belakang
Berbagai isu otonomi daerah dan persoalan Pemerintahan Daerah
merebak akhir-akhir ini, ketimpangan pembangunan dan ketidakmerataan

hasil pembangunan yang telah menjadi isu pokok dalam setiap periode

penyelenggaraan pemerintahan—Negara—Republik
~ \VERSITAS ANDA
kemerdekaa .Fﬁ: , oalan tersebut pada o.

Indonesia sejak awal

" bﬂfw ar dari masalah
besar keciln a*pémbagia eV , epada daé'Fa dalam rangka
penyelenggaraan otong epada Komitmen sistem
pemerintahan Negara sebagai suatu Negara
Kesatuan (a unitary state).

Negafa Indonesia_délidlah ! Kesatuan yang ‘menganut asas

desentralisasil, dalam menyelenggaraka an memberikan
kesempatan dﬁn “!--V.u' nagarakan otonomi

daerah. DalamPasal.18 Undang .«..ﬁ\m. 045, 'nyatakan bahwa
(“.
.'\' iy -
terdapat “pe%gig' dae ndonesia. atas ah~*besar dan kecil dengan

bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang”.*

Makna desentralisasi adalah sebagai wujud toleransi Pemerintah Pusat
kepada Daerah dalam hal pemberian kewenangan untuk melaksanakan urusan-
urusan yang bisa menjadi urusan rumah tangga daerah, dalam rangka

penyelenggaraan  Pemerintahan di  Daerah. Sementara dalam arti

! HAW Wijaya, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, PT Rajagrafindo
Persada, Jakarta, 2009, HIm. 1.
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ketatanegaraan, desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintahan dari
Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah untuk menjadi urusan
rumah tangganya.

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di
Indonesia ialah dengan hadirnya undang-undang yang mengatur tentang

Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Sejak-be a-Undang-Undang Nomor 23 Tahun
N\\JERSITAS ANDALA

2014 tentang Pemer Daerah, maka Peme 'ffpgﬂh memiliki hak

serta kewajillan sebagai dae engatur da'_r"f engurus urusan

pemerintahan dan kepe peraturan perundang-

Sesuairde

LBt TN
3 ~ NN
undangan.

Titik | berat pelaksariadn @ ya menyasar pada bidang

penyediaan fasilitas dan pel@@nan Hal ini tentunya Sudah masuk ke

di dalam Pasal.
2
Nop
bertanggungj}ab

pelayanan umum yang layak”. Penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas

umum untuk

ha 3fperti yang diatur

t( dang-Undang Dasar 1945; disebutkan “negara

K\«,DJA JAAN B >
diaan fasilitas pelayanan-kesehatan dan fasilitas

dalam krite

menyediakan

pelayanan umum merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib, yang
dimana urusan pemerintah itu wajib dilaksanakan oleh semua daerah. Salah

satu bentuk penyediaan fasilitas umum yang harus disediakan oleh setiap

? 1bid, HIm. 31.
® Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan
Layanan Publik, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014 him. 111.

2



daerah ialah penyediaan fasilitas sarana dan prasarana salah satunya ialah
penyediaan fasilitas transportasi umum yaitu Terminal angkutan.

Terminal angkutan merupakan salah satu fasilitas umum yang menjadi
urusan pemerintahan wajib, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 14 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang
menyebutkan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat serta penyediaa a umum merupakan salah satu

WD a_egﬂ] Artinya, setiap

pa sarana daf prasarana serta

urusan wajil y
Daerah berhak menyediakan

melakukan pengelolaa aya dengan melakukan

penyediaan fasilitas te
Salah satu terminal yang oleh daerahnya ialah Terminal
Bandar Raya Payung Sekakil Pekan Terminal ini merupakan salah satu

terminal terbes

vand a .f
Provinsi RlauI u.v,u.--- erminal yang lama

ota Pekanbaru,

yaitu Terminal Ma yangd terlete _di Jalan Nangka

Uxn " \(hDJA’AAN (5;\
(Tuanku Tam i

gunan terminalSimisptit-kemudian dipindahkan
mengingat lokasi terminal yang lama sudah tidak layak dan efisien untuk

dijadikan terminal. Berdasarkan wilayah pelayanannya Terminal Bandar Raya
Payung Sekaki Pekanbaru saat ini berstatus Terminal Tipe A, yang artinya
terminal ini melayani kendaraan umum untuk Antar Kota Antar Provinsi, Antar

Kota dan Angkutan Pedesaan, dan angkutan lalu lintas antar negara.



Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
pengelolaan terminal masih dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, namun
ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berlaku maka pengelolaan
terminal ini beralih pengelolaanya dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah
Pusat. Peralihan pengelolaan terminal ini disebabkan karena Terminal tipe A

jangkauan pelayanannya tidak hanya melayani angkutan transportasi di dalam

egatifnya lintas
d S e e dayanya lebih
isi . -/ dan/atau

: 3 an Pl :
e. v : an ya erana . ra%edagi kepentingan

>

"”2:?“ Sz;un 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, disebutkan dalam Huruf O Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang Perhubungan untuk Urusan Pemerintah Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ) untuk Pemerintah Pusat mendapat bagian dalam
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A.

Pengelolaan terminal menyangkut tiga aspek pengelolaan yaitu mulai

dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Namun, yang menarik



perhatian dari tiga aspek pengelolaan terminal tersebut adalah pelaksanaannya.
Dengan berpindahnya pengelolaan terminal, tentunya akan mengakibatkan
permasalahan yang besar pada masa transisi peralihan dari pengelolaan
terminal tersebut, terutama pada peralihan pegawai terminal (man), peralihan
retribusi terminal (money), dan peralihan aset terminal (materiil).

Dengan beralihnya pengelolaan Terminal tipe A kepada Pemerintahan

Pusat maka semua pengelolaan-b
WERSITAS ANDA -
'UN busi  terminal  terseb LA : |k\ﬂ berpindah ke

pendapatan
Pemerintah Rusat. Untuk Peralik pat kita lihat di
dalam Pasall 119 Ayz |8 Tahun 2016

Tentang Peringkat D tur Pémerintah Pusat

sebagaimana dimaksud padg & erasional berada di bawah

dinas dan secara adminiStéasi L di bawah kementerian/lembaga
2 : y

pemerintah n@ e "::_;;- 'S8 J)egawai terminal

sendiri memch v ailan Lepas (THL)

hal ini dikareng : terminal akar 0la oleh Pe gawai Kementerian

\

CEDJ A IAAN <
i adlo -‘ 'fQ. im-'Peme

¢
N
intah Daerah Kota

Perhubungan yang' tad

Pekanbaru, sedangkan THL adalah tenaga Honorer yang berada di bawah
Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Peralihan aset terminal harus melalui persetujuan atau inisiatif dari
Kepala Daerah yang bersangkutan serta melalui persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, hal ini seperti yang diatur di dalam Pasal 55 Ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang



Milik Negara/Daerah. Peralihan aset paling banyak menimbulkan polemik, hal
ini dikarenakan banyaknya aset-aset yang harus diinventrasisasikan mulai dari
tanah, bangunan, serta aset yang ada di dalam terminal, sehingga proses yang
dilakukan memakan waktu yang lama dan harus dengan data yang akuntabel.
Peralihan pelaksanaan dari retribusi terminal yang awalnya dikelola

oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 13 Tahun 2012 tentang-Retribusi-Terminal yang merupakan turunan
- N\\;ERSITAS ANDA
dari Undan-ﬁé], Nomor 28 Tahun 2009 tenta QWK Daerah dan

Retribusi Daerah, kemudian ini dlkec palikan kepada

"o
asals43sPeraturan Pemerintah Nomor

LBt TN
~ NN

pemerintah Busat, hal

15 Tahun 2016 tenta imaah Negara Bukan

“Seluruh Peperimaan Negaf@l

Pajak Yang| Berlaku Pada K€ ubungan, yang menyebutkan
§- k yang berlaku pada Kementerian

Perhubunga egara”. dengan

beralihnya pendapata menyebabkan hilangnya
pendapatan asli.daerah.Pe marl@ )

Sebelum m :n- ¢ ya_ pengelolas minal—tersebut, sebenarnya

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah mendapatkan hasil yang cukup signifikan
dari penerimaan retribusi terminal, hal ini dapat kita lihat dalam tabel berikut

ini:



Data Retribusi Terminal Yang Dimasukan Kedalam PAD Kota Pekanbaru

Tabel 1.1

No | Tahun Target Realisasi Target | Persentase (%)
Retribusi Pencapaian

1 | Tahun 2012 Rp 390.000.000 |Rp 497.836.000 87,78 %

2 | Tahun 2013 Rp 390.000.000 |Rp 538.522.508 97 %

3 | Tahun 2014 Rp 500.000.000 |Rp 555.971.519 103 %

4 | Tahun 2015 Rp 800.000.000 | Rp 605.429.723 75,63 %
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@
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Dari atas terlihat bahwa retribu

sumbangan yang begitu

seharusnya bisa lebih

Terminal Bus Sekitarr 128, dari

jumlah tersebut 22 termina a acara serah terima dan

sebagainya. 'Sedangkan dah dikelola oleh; Pusat. Seluruh

terminal ter uanya harus di / erian jika ingin
dilakukan pe*a Ke '«a..._,_v_.,_ ng -.c diserahkan atau
sudah clear dan A (ﬁ : =5’* minal ’@ menjadi a L

-VU" LTIl
i

A

hut  semuan

Kementerian. Dan

&,
4\‘7«“ 2

selanjutnya terminal-sege

akan dana dari Pusat.®

Perpindahan pengelolaan terminal ini merupakan persoalan yang tentu
saja akibat dari matriks pembagian urusan pemerintahan, diantaranya ialah
urusan pemerintah konkuren yaitu pembagian urusan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun kemudian di dalam

*https://krjogja.com/web/news/read/102048/Seluruh_Terminal_Tipe_A_di_Indonesia_Bakal_Berst
andar_Seperti_Bandara
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Pasal 9 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dikatakan “Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke
Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah” artinya urusan
pemerintahan konkuren pun dapat beralih menjadi urusan Pemerintahan
Daerah dan menjadi dasar sebagai pelaksanaan otonomi daerah sendiri tanpa

melibatkan Pemerintahan Pusat.

peuan_dalam keseriusan pemerintah

Hal ini tentu menimb 2
UN\VERSITAS ANDALA

otonomi daerah, karena

untuk menjalankan

;: dipindahkannya
pengelolaan fterminal ang Daerah ké_,f’merintah Pusat

menjadi suatu hal ya masalah yang baru,

¢

2014 tentang Pemerintahdh 2€ yebutkan “Pembagian urusan

apabila kita lihat di da gdang Nomor 23 Tahun

pemerintahah konkuren antafrd Pe Pusat dan Daerah provinsi serta

Daerah kabup

didasarkan "'““vw—. kiternalitas, serta

kepentingan s rategis-nasion =
SON \(BDJAJAAN
Melihat jauhnya 'je pelaksanaan pe

Pasal 9 ayat (3)

N
NG
dahan-peralinan pengelolaan

tersebut menimbulkan permasalahan bahwa tidaklah mungkin prinsip
akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas bisa berjalan dengan maksimal,
terlebih tidak ada kepentingan strategis nasional yang terjadi di terminal
tersebut, mengingat bahwa tidak ada perjalanan antar negara yang dilakukan di
dalam terminal, yang tentunya masyarakat lebih memilih angkutan udara

ataupun angkutan laut. Akan berbeda halnya ketika ada kewenangan



dekonsentrasi dari Pusat ke Daerah yang mempermudah proses peralihan
terminal tersebut.

Perpindahan Pengelolaan terminal seharusnya menjadi pertimbangan
Pemerintah Pusat, karena sifat dari kekuasaan tersebut putarannya selalu
menuju pada pusat power concentre circle maka semakin jauh kekuasaan

tersebut dari pusat maka semakin lemah kekuasaan untuk dijalankan, untuk

NDAL 4
ambil alihnya terminal-tern

masalah ini- judul:

UNG SEKAKI

\ D‘ANG-UNDANG

HAN DAERAH”.

. Rumusan Masalah
Mengacu pada judul yang penulis ambil, maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Terminal Bandar Raya Payung
Sekaki Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah?



2. Bagaimana Implikasi dari Perubahan Pelaksanaan Pengelolaan Terminal
Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian

Bandar Raya

: Jndang Nomor 23

aksandan Pengelolaan
telah berlakunya

intahan Daerah.

ini antara lain
adalah:
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan berpikir
penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara
ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk lisan.
b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum itu

sendiri maupun penegakan hukum pada umumnya, serta dapat
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menerapkan ilmu yang selama ini telah didapat dalam perkuliahan dan
dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka
menganalisis dan menjawab  keingintahuan  penulis  terhadap
“Pelaksanaan Pengelolaan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki

Pekanbaru Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan-Daerah’;
ﬁl\zﬁRSlTAS ANDA
2. Manfaat rﬁ\iqN 225 #

neliti dapat menar : n dalam b?d g ilmu hukum,

g™

Penelitian ini dilakukan dengan pertimb‘angan bahwa berdasarkan

< NBFPTUEDIAJAA N D>

informasi dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum dan Magister 1lmu

Hukum Universitas Andalas serta penelitian yang dipublikasikan di internet,
bahwa penelitian dengan judul “Pengelolaan Terminal Bandar Raya Payung
Sekaki Pekanbaru Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah” belum pernah dilakukan. Memang ada

ditemukan penelitian sebelumnya yang hampir mempunyai kesamaan dengan
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judul yang diteliti penulis, namun permasalahan dan bidang kajiannya

berbeda, yaitu :

1. Sumarmo Arifin, Tesis Mahasiwa Program Magister IImu Hukum
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2005 dengan
judul “Angkutan Perkotaan di Kota Surakarta Suatu Analisis
Kebutuhan Publik Tentang Trayek di Terminal”. Adapun pembahasan

yang dikaji dari tesis tersebut yaitu :
r—=NTVERSITAS ANDAJ 4

a. Bagaimal[]a kualitas pelayanan Angkutan Penumpang l’qmum dalam Kota

I 4

b. Bagaimana kebutuhan kendaraan jika dibanding dengan jumlah

|
penumpang yang ada?
| -,

c. Mengetahui apakah kebijakan trayek Angkutan Perkotaan di Surakarta

I i’ M |

efisien, efektif atau tidak?
\,
2. Amirudin, Tesis Mahasiwa Maister IImu Hukum Fakultas Hukum

A \

Universitas Hasanuddin adap Pelaksanaan

Fungsi Pengawasa q‘ Pengelolaa F: eglonal Daya”.

Adapun pembahasan yang dlkajl darl tesis tersebut yaltu
a. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan pengelolaan terminal regional
daya?
b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi optimalisasi fungsi terminal?
Penelitian yang ditulis oleh Sumarmo Arifin yang berjudul
“Angkutan Perkotaan di Kota Surakarta Suatu Analisis Kebutuhan Publik

Tentang Trayek di Terminal” berfokus terhadap kebutuhan layanan publik
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tentang trayek yang ada pada terminal Kota Surabaya, yang artinya
penelitian menitikberatkan pusat penelitian kepada sebab-sebab atau
permasalahan mengenai pelayanan publik yang ada di terminal yang
menyebabkan optimalisasi trakyek keberangkatan di terminal tersebut
menjadi tidak optimal. Sedangkan Penelitian yang ditulis oleh Amirudin

tentang “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

CVINT '::n 1.1

Daya” berfokus kepada

eli n/ﬂﬁl at dari aspek

as dan A}ﬁkutan Jalan, di

Dalam  Pengelolaan
N\\;ERSITAS ANDA
gawasan, yang artinya pe

pelaksana ﬁéﬂ ,U

bagaimana aturan Undang

o
-~
Ll L)
e~
‘ ""‘o:,w:

-~
&
dari aset, \peg: '

~
tersebut, .., v ‘

adanya Undang-unda ntahan Dae ng baru.ini menimbulkan
2 KhDJAIAAN
dampak positif-atau‘dai egatif.

jalankan sebagai fu

Dalam pene s kepada pelaksanaan

peralihan jpengelolaan terg a Undang-undang tentang

Pemerinta gn daerah. Dak bih dititik beratkan pada peralihan
danya peralihan

ang timbul dari

/B ANGZ-

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual
1. Kerangka Teoritis
Dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan teori yang berguna
sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian. Teori digunakan untuk

menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu
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terjadi, kemudian teori itu harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta
yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan
berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasioal), empiris (kenyataan)
dan juga simbolis.®> Selanjutnya menurut Sarantakos teori dibangun dan
dikembangkan melalui research dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan

menjelaskan suatu fenomena.’

Penelitian yang akan-dilakukan—adalah_penelitian hukum, maka teori
1VERSITAS ANDALA
penelitian ini adalah-te

yang akan diguna . Teori hukum

=

adalah studi tfentahg hukum i sarana unt k mendapatkan

kemampuan | profesion Sidharta mengatakan

b

interdisplinef menganalisis he

)emahaman yang

pengelolaan f \
lebih baik da\ l‘vf" aran hukum yang
Maka U penulis menjav rmasalah dalam tulisan ini,

maka penulis memakai beberapa teori yaitu:

teori hukum: adalah kal dalam perspektif

um secara tersendiri dan

dalam kese Jr}yhannya, bal sep teoretikanya fmaupun dalam

tersaji.?

® Otje Salman, Teori Hukum: mengingat, mengumpulakn dan membuka kembali, Rafika Aditama,
Jakarta,2004, him 21.
®Ibid, him 22.
'A’an Effendi, Freddy Poernomo dan IG. NG Indra S. Ranuh, Teori Hukum, Sinar Grafika,
Jakarta, 2007, him 94.
®Ibid.
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1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan (authority theory) merupakan teori yang mengkaji
dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan
kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi:

1. Adanya kekuasaan;

wewenang atau kegiatan

administrasi meluas sejalan
dengan meluas merintah.’® Tugas
dan wewenang tefsebut dz alam.béberapa golongan.*

1. Tugas dan ewenal @& an dan ketertiban umum;

dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain;
3. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum;
4. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan

kesejahateraan umum.

% Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis,
Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004, Him. 186.

1% Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UlI, Jogjakarta,
2001, HIm. 57 .

“ Ibid, HIm. 122-125.
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Menurut Kamus Bahasa Indonesia, wewenang diartikan sebagai hak
dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan,
memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, sedangkan
kewenangan diartikan sebagai hal berwenang, hak atau kekuasaan yang
dipunyai untuk melakukan sesuatu.*® Dari aspek bahasa tersebut tidak ada,

perbedaan antara wewenang dengan kewenangan karena keduanya sama-sama

berisi hak atau kekuasaan.
~ UN\VERSITAS ANDA
dang-Undang Nomor 23 Tahu 4 _tenfang Pemerintah

¢
Npe
Nomor 38 Tahun-2007 'k gkatkan pe uranhya menjadi bagian dari

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian maka pembagian
urusan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
diharapkan tidak bisa disimpangi/dikecualikan oleh Undang-Undang sektoral

lainnya.

12 KamusBahasalndonesia.Org, diunduh tanggal 20 Maret 2019.
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Pembagian urusan pemerintahan ini diatur di dalam Pasal 9 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan
Pemerintahan absolut sendiri adalah urusan Pemerintahan yang semuanya
menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. Sedangkan urusan Pemerintahan
Konkuren, dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan “Urusan pemerintahan konkuren

sebagaimana di maksud dalam-Pasal-9-Aya

‘VERSITAS ANDA
Daerah terdlrﬁéﬁ an Pemerintahan Wajib-dan Uruﬁ Pemerintahan

ang menjadi kewenangan

<

Pilihan”. Pembagian kewenang ahan Pusat dan Pemerintahan

bukanlah merupakan ‘
dulunya juga ada di dalam afudan'y

adanya urusah Pemerintah A 55
bisa digamba : |

Perbahgan g 0. 32 Tahun 2004 d Ms Tahun 2014

Daerah dalam ranah u an Pemerintah Pilihan

turan [tersebut, hal ini

ya Saja yang membedakannya

san Pemerintahan Konkuren, hal ini

Undang-Undang Nomor mb ndang-Undang Nomor 23

< 203 EDJAJAAN . Jahun 2014
1. Urusan yang menjadi'kewenangan | 1. UrusamPEmerintahan Absolut
Pemerintah (Pusat) (Pemerintah Pusat)
2. Urusan yang menjadi kewenangan | 2. Urusan Pemerintahan Konkuren
Pemerintah Daerah (Pemerintahan Daerah)
a. Urusan Wajib a. Urusan Wajib
b. Urusan Pilihan 1) Urusan terkait Pelayanan
3. Urusan Pemerintahan Sisa Dasar

2) Urusan yang tidak terkait
Pelayanan Dasar
b. Urusan Pilihan
3. Urusan Pemerintahan Umum
(kewenangan Presiden)

Sumber: Data olahan penulis
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Kewenangan Pemerintahan Konkuren sendiri tidak murni terjadi
pembagian kewenangan secara mutlak, karena ada beberapa urusan
Pemerintahan Konkuren yang kemudian diambil alih oleh Pemerintahan Pusat,
hal ini seperti yang diatur di dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diantaranya menyebutkan

“Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan

Pemerintahan yang menjadi—kewenangan Pemerintah Pusat adalah Urusan
N\\JERSITAS ANDALAS :

asinya lintas Daerah provinst-a ﬁlnﬁt s negara”. yang

Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan
dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Kewenangan
Pemerintah dapat timbul melalui beberapa sumber kewenangan, baik yang
diberikan oleh undang-undang maupun dari keputusan Kepala Daerah yang
menimbulkan akibat Hukum. Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa
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“Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat”.
Kewenangan tersebut didapatkan atau diberikan berdasarkan undang-undang
yang mengaturnya, untuk Atribusi sendiri, di dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan
bahwa,
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui
Atribusi apabila”:

a. diatur dalam Undang-Undang asar_Negara Republik Indonesia

Tahun #945-dan/ataoyuptangntiandN D 4 -
b. merupakan i ang baru atau sebelu vl tidak ada; dan
c. Atrilusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat F5b erintahan.

dalam Pasa ‘ .30 TaHun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui
Wewenang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan
yang dilakukan:

a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;

b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Dengan adanya kewenangan baru yang menggantikan kewenangan
lama tentu membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi dengan batas wilayah
kewenangan tersebut. Kewenangan yang diberikan kepada dinas baru yang
kewenangannya hampir sama dengan dinas yang lama terkadang memberikan
makna yang ambigu dalam proses pelaksanaan kewenangan tersebut, oleh
karena itu Pejabat Pemerintahan harus jeli dalam memilah kewenangan
tersebut. Philipus M‘, Hadjon me‘m'b‘agi‘fara me,mpe‘rorleh wewenang atas dua
cara yaitu:lgﬂﬁ'u’ﬂ\\‘mblms AND*'\LAS:=W
1. atribusi; dan
2. delegasi dan kadang-kadang juga mandat

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit)
yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi
juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang
pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui
atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu
diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945).
Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang
sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang
bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk
membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara)
kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya

perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (delegans) kepada

3 Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), Pro Justitia
Tahun XVI Nomor | Januari 1998, him. 90.
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yang menerima delegasi (delegetaris). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-
syarat tertentu, antara lain:**

1. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan
sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

2. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam
peraturan perundang-undangan;

3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki
kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

4. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang
untuk meminta penjelasan tentang peiaksanaan wewenang tersebut;

5. Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi memberikan instruksi
(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Menul’ut Joeniarto, asas pemberian wewenang oleh Pemerlntah Pusat

(

(atau pemermtaﬁ»lay wy\) kepada alat- alat perlemkapan bawahan untuk

ﬁ‘.‘

\
menyelenggar@n urusan-urusann j‘é yang terdapat 'di. daerah, disebut
AT D AT ALy
dekonsentra5| Ken‘tu'dlan"ll_ em k'(ép\ada ‘Danuredjo  bahwa
dekonsentrasi berarti pelimpahan wewenang dari organ-organ bawahan
setempat dan administratif. Sebenarnya dekonsentrasi bukan hanya merupakan
masalah pemberian wewenang saja, tetapi sekaligus merupakan masalah

pembentukan (pendirian) alat-alat perlengkapan (pemerintah) setempat yang

akan diberikan wewenang dan sekaligus pula merupakan masalah pembagian

Yibid, him. 94
21



wilayah negara. Asas Dekonsentrasi dilawankan dengan asas konsentrasi, yaitu
suatu asas yang menyelenggarakan segala macam urusan negara hanya oleh
perlengkapan pemerintah pusat yang berkedudukan di pusat pemerintahan
negara saja.™

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata

Negara dan Hukum Administrasi Negara. begitu pentingnya kedudukan

kewenangan ini, sehingga -FAN dan_J.G Steenbeek, sebagaimana
N\\JERSITAS ANDALA
menyebutkan sebagai ko i _dalam Hukum Tata

esturen), sedangkan
I enyelenggarakan
pemerintahan\eg}}ég' 3 nestinya. -/ Thidra :;kekuasaan untuk
menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara
keseluruhan.'’

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan

cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan

> Lukman Santoso, Op.Cit, HIm. 15.

16 Ridwan HR, Hukum Adminitrasi Negara, cetakan ke-7, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011,
Him. 99.

" Ibid, him. 99-100.
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dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut,
seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum “geen bevaegdheid
zonder verantwoordelijkheid atau there is no authority without responsibility”
(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Setiap pemberian
kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat didalamnya

pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.*®

Tanggung jawab_dalam—p enang meliputi dua bentuk.
= NIVERS ~
Pertama, tanggung'jawabinternal, misalnya tanggung’ jawab; menteri kepada

JAJAAN
pelaksanaa

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru. Melalui teori kewenangan
ini akan dilakukan analisa terkait akibat hukum yang ditimbulkan, berupa hak
dan kewajiban dari pelaksanaan kewenangan pengelolaan Terminal yang

berada di kota Pekanbaru.

18 |bid, him 105.
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2. Teori Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Otonomi daerah adalah konsekuensi diterapkannya sistem

desentralisasi. Desentralisasi-adalah-penyerahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintah kep ja_daerat atur a'an;T engurus urusan

pemerintahan dalam sistem Neg Republik Indonesia.
e .

: "ol ety
Lo B~ W
~ A

kecewa, karena ketidakadilaf ¢

Sebagaimana K nerupakan jawaban dari

otoritarianisme yang d baru memendam rasa

nangat pemerintahan lokal.

Hal ini diartikulasikan dalanmi¥ffase p erah, Jawa-Luar Jawa, dan berbagai

2 : y
streotip yang &"r;; nn' ll, ng menang-kalah,

kaya-miskin, Ei pOod olla pola hubungan

ini mereflesikar off -um Hal ini  menarik

("” . KfDJA,AAN (‘.‘\
mengingat dalankajidn hi ,-berbagai hal yangkut tuntunan otonomi di

daerah beserta segala impementasi yang di timbulkannya, adalah dikarenakan
salah satu pihak (pusat) cenderung memformalisasikan posisi yang dominan.
Hal ini mengakibatkan daerah mengalami stagnasi dalam pengembangan
kreativitasnya karena berbagai konsep yang memberikan penekanan pada

keseragaman, keserentakan, target, dan berbagai pola kebijakan yang amat

19 3. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Jakarta, Rineka Cipta. 2007, HIm. 14.
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sentralistis. Dalam konteks demikian, daerah menjadi wilayah subordinasi yang
kaku, lambat, dan kurang inovatif. Pola formasi hubungan pusat-daerah seperti
ini, kemudian memberikan implikasi terhadap perilaku, respons, dan pemikiran
masyarakat di daerah, sehingga keinginan dan harapan untuk melakukan
perubahan atau bahkan sekedar sadar akan keadaan yang terjadi tidak terlintas

dalam pemikiran mereka. Reformasi telah membawa perubahan yang sangat

menjadi keny

Dalam' Undang-Undang 1 2014 ter’[fé g Pemerintahan

§

pemerintahar, @ilua ad

Daerah, prinsip otono

luasnya, dalam arti ¢ gurus dan mengatur

semua uruss urusan pemerintah yang

ditetapkan dalam Undang-URitiang i ah memiliki kewenangan membuat
kebijakan dag ) un Uk -:f he an atan peran serta,

-x..‘_“v__,, Rada peningkatan

kesejahteraan akyat.-Sejalan. de engan prins ilaksanakan pula prinsip
O S DJAIAA ' >
. Ny \(h s N
otonomi nym bérta -

NG
ing jawab otonomi nyata adalah suatu
prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan

prakarsa, dan

berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan
berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan
kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah

tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan

20 |bid, HIm. 16.
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otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam
penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud
pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah
termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin

keserasian hubungan antar daerah dengan daerah yang lainnya. Artinya,

mampu membangun kerja—sama—anta
F UN}VERSITAS AND
ersa

ma ~untuk meningkatkan
mencegah ketimpangan antar. de

daerah untuk meningkatkan

A
: /tenﬁ bersama dan

kesejahteraa

idak kalah pentingnya bahwa
e ]
L VY L)

otonomi daerah harus njaminehubungan yang serasi antar
N A

‘ ~ A

daerah dengan peme elihara dan menjaga

keutuhan wilayah Negara @a Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Inti ya keleluasaan

. [ :
pemerintah d e . '."'v"a’. daraan pemerintahan
tersendiri atas.dasar 'Ir m’: m peran-se ta, aktif masyarakat

¢
Nippyos .
dalam rangka drgémk an -dan  memajukan” taerahnya. Memberikan

otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokratis dilapisan bawah,
tetapi juga mendorong aktivitas untuk melaksanakan sendiri apa yang dianggap
penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya pelaksanaan
demokrasi dari wilayah, maka rakyat tidak hanya saja dapat menentukan
nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat. Melainkan yang utama

adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Hal ini dapat
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diwujubkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada
pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus serta mengembangkan
daerahnya. Kewenangan adalah keleluasaan menggunakan dana baik yang
berasal dari daerah sendiri maupun dari pusat, sesuai dengan keperluan
daerahnya tanpa campur tangan pusat, keleluasaan untuk berprakarsa, memilih
alternatif, menentukan prioritas dan mengambil keputusan untuk kepentingan

daerahnya, keleluasaan untuk-memperoleh-dana_perimbangan keuangan pusat

a. Pelaksanaan

-
Pelaksanaan

u’an, pelaksanaan
merupakan aktifitas : aha-usa af dilaksanakan untuk
melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan
ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan,

siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan, dimana tempat

pelaksanaanya dimulai dan bagaimana cara yang harus dilakukan.

21 |bid, HIm. 61.
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b. Implikasi
Menurut M Irfan Islamy Implikasi adalah segala sesuatu yang telah
dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan.?* Implikasi dalam
bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak
yang dirasakan ketika melakukan sesuatu, akibat langsung yang terjadi
karena suatu hal, dan dapat diartikan juga sebagai ketertiban atau keadaan.”®

c. Terminal

[VERSITAS ANDA] 2ok
Terminal ’ » Payung Sekaki Ko ~ :

yang dim Ifki:»kota Peka 2 . Masyarakat pada

dalah Terminal

Umumnya yang dig s Transp i baik didalam Provinsi

G. Metode Pe htlan

Istila ./ Metode sendiri

berasal dari ljat --.vr ara atau menuju
2 ng ' ..-...ﬂmno adalah cara melakukan

suatu jalan.** Jac
sesuatu dengan m la Né :.-i-. untuk mencapai suatu
tujuan.?®

22 |slamy, Irfan. “Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara™, Jakarta, Bina Aksara, 2003,
Him. 114.
%3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, HIm.
548.
#Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, Rajawali
Pers, Depok, 2018, him 148.
Zlbid.
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Dalam penulisan suatu karya ilmiah dibutuhkan metode untuk

memperkokoh landasan penelitian agar tujuan dari penelitian dapat tercapai.

Dalam penulisan tesis ini, berikut metodologi yang akan digunakan:

1. Pendekatan dan sifat penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum berguna untuk mendapatkan

informasi dari berbagai_aspek-menger ai-berbagai isu yang sedang dicoba
— 1\7RSITAS ANDA
) -' ya.?°Berdasarkan judu -- tian<ini, maka metode

untuk dice

pendekata r‘yahg diguna yuridis s:({f_si logis (empiris),
|
yaitu membandingk gan fakta-fakta yang ada

dilapangah sesuai d enulis.?’

b. Sifat penelitian

Si i_;,_penelitian yang dig adalah bersifat, deskriptif, yaitu

penelitian \ sifat-sifat individu,
keadaan, gﬁ V niukan penyebaran
suatu gejala.dengan. ge jc ‘@h. ..n‘%

. Jenis Dan Su !u?\l!l = w

a. Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang penulis gunakan adalah data

primer dan data sekunder.

%peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, him 93.

2’ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, him 52.
%Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta,
2012, him 25.
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1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama®,
data ini berupa hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru, Balai Pengelola Angkutan Darat Provinsi Riau.

2) Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-
buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya®.

Yang terdiri dari:

a) Bahan hukum
UN\VERSITAS ANDA

yang bersifat
primer terdiri

risalah dalam

Angkutan Jalan.

(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
(5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan.

#Ibid, him 30.
“bid.
®peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, him 141.
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(6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah.

(7) Permendagri Nomor 99/PMK.05.2017 tentang Administrasi
Pengelolaan Hibah.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan

hanl ukum sekunder,

8

g

Penelitian dokur @». ...i‘»@;ﬁ ang dilakukan berdasarkan
buk'I teratur dan ma I.'ng akan diteliti.

Penelitian kepustakaan dilakukan pada:

a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

¢) Buku-buku dan bahan kuliah yang penulis miliki.

*bid.
*Ibid, him 32.
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2) Responden
Penelitian responden merupakan penelitian yang dilakukan dengan
pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penelitian
lapangan dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Balai
Pengelola Angkutan Darat Provinsi Riau.

3. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Dalam pengumpulan_data gunakan_dalam penulisan ini, penulis

WE
., ara dan studi dokumen:

g onden.d n akan timbul
melengkapai afau mendalami
engan data yang

diwawancarai oleh

baru dan Balai

b. Studi Dokumen
Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tertier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan

rehabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.*

*Amirudin dan Zainal Asikin, Op. Cit, him 68.
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4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
a. Pengolahan Data
Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data
yang diperoleh dari penelitian kemudian dilakukan pengolahan data

dengan melakukan proses editing, yaitu proses pengeditan terhadap data

ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data
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